GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang !

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMCR 3 TAHUN 2001

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAT NEGERI SIPTL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bohwa sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana. Pejobat Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat
diberikan wewenang Khusus unfuk melakukan penyidikan
berdasarkan Peraturan  Pearundong-undangan yong
berlaku :

[=]

ahwa berdasarkan Undang-undang Nomer 22 Tahun \
090 +gonmtong Pemerintahan  Daerah  Pasal 74,
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah
untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah;
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¢. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Deerah Tingkat 1
Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1983 tfentang
Penyidik Pegawel Negeri Sipil sudah tidak sesuai
dengan kondiei caat ini, sehingga  perlu ditinjou
kembali :



Mengingat :

d.
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bahwa sehubimgan dengan itu, maka periu menetapkan
Peraturan Daergh Propinsi Nusa Tenggara Timur
tentang Penyidlk Pegawal Negerl Sipil Ul LingKungan
Pemarintah Propinsi Nuse Tenggere Timur ;

. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pempentukan ODaerah-Daeran Tingkat I Ball, Nusa
Tenggera Barat dan Nuse Tenggora Timur (Lembaren
Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahon Lembaran
Negara Nomor 1649) ;

Undang-undang Momor B Tahun 1974 tentana Peolak-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-undang
Nomer 43 Tzhun 1999 tentang Perubohan  Ates
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1955
MNomor 1692, Tambshan Lembaran Negara Nomor
3800},

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1581 tenvang Hukum
Acara Pidana {(Lambaran Negara Tahun 1981 Noimo
76, Tambahan Lembaran Negara Nomap 3209) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1555 fentang
Pemerintehan Daarch (Lembaran Negera  Tahun

¢ Nomar 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839) : . S
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Paraturan Pemerinteh Nomer 27 Tchun 1982 tamtang
Pelaksonaan Kitab Undang-Undana Hukum Acora Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3258} ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negera Nemer 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan  Kewenangan Propinsi
sebagai Daerch Otonom (Lembaren Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tombahan Lembaran Neaara Nomor
3952) ;

Peraturan Deoarch Propinsi. Muee Temggara  Timer
Nomor & Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan
Daeran dan Keputusan Gubernur (Lembamn Daerah
Tahun 2000 Nomor 264 seri O Nomoir 264}

. Peraturan Daeroh Propinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor § Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi

an lata néudu Dinas Pr Gpli"&SI Nusa Tav“-ggar'a Tim'd?

(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 340 seri D
Nomor 349) .

. Peraturan  Dasrah Propinsi Nuse Tenggara Timur

Nomor 10 Tahun 2000 tertang Pembentulon

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerch Tahun 2000
A Y

Nomor 381 sz D Neme 051.1,

1i,Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

i1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan
te Keorjo Lembagas Teknis Deoersh Propinsi MNuss
nggara Timur (Lembaran Daerch Tahun 2000

Nomor 353 seri D Nomor 353);
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Dengan nersehuijuan

DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH PROPINSI
MNUSA TENGSARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAM PROPINGT NUSA TENGCEARA
TIMUR TENTANE PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI NUSA

TENGSARA TIMUR.

Fasai 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yveng dimaksud dengan ¢

Amurye

P,

i. Daerah adalah Fropinsi Nusa Tenggera Timur.

2. Pemerintah Dagrah adalch Pemarintah Propinsi Nusa Tenggara Timur,
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timwe.

4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipii Jerteniu yang diberi wewenang Knusus
eleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penvidik Pagawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang

Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
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6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adaloh Pegowai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1574 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang
lomor 43 Tahun 1999 tentang Perubghan Atez Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

PPNS Daerch berkedudukan di bawah den bertanggungjawab kepada
Gubernur melalul Pimpinan Unit Organisasinya,

Pasal 3
{1} PPNE Daserch mempunyai tugas melakukan penyidiken terhadap
nelanggaran Peraturan Daerch, sesuoi Peraturan Perundang-

undangan vang beriaku.
{(¢) Daiam meicksanakan tugasnya, FPINS
petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik POLRI.

Doeran dapat meminta

Pasal 4
Untuk maelaksanakan +ugas +arsebut dalam Paszs! 3 Peraturan Dasreh ini,

PPNS Daerah memnunvai wewenang

~
Al

a. menerima iaporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

!aunnaunu Dnnn-l-u:-cn Dnanclu
b, elakukan tindaken pertama pade soat itu di tempat kejadian dan
rnelakukan pemeriksaan ;
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menyurih berhenti sesorang tersangke dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka ;

melakuKan penyitaan benda dan atau surof |

mangambil sidik jari dan memotret tersanghe ;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi ;

mendatangkan saksi anli dolom  hubungannya dengan pemeriksaan
perkara ;

mengadakan penghention penyidikan karena tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebur bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya memberitanhukan hal tersebut Kepada penyidik, penuntut
umum, +ersangla otou keluargenys |

melakukan  tindakan  lgin  menurut  hukum  yang  dapat
dipertanggungjawabkan,

Pasal 5

Oaolam melsksanakan tugasnya PPNS Daerch berada dibawah koordinasi
dan pengawnsan Penvidik POLRT,
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RUANEG LINGKUP
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Ruang lingkup penyidikan PPINS Daerah adolah peianggaren terhadap

Pereturen Dasrsh Propinsi Nuss Tenggare Timur yang mampunyai sanksi
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BAB IV
HARK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

{1} Kepada PPNS Daeran disainping haK-narknye sebagaimark
ditentukan delam Undeng-Undang Nomor 8 Tzhun 1074 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian io Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-undang homor 8 tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian dapat dibeiikan uang insentif.

(2) Besarnva uang insentif sebagaimana dimaksud avatr (1) pasal Ini
ditetepkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal B

PPNE Daerah mempunysl Kewajiba

a. melakukan penyidikan apabile mengetahui, menerima laporan atau
pengaduan Yentang TYerjedinya pelanggaran terhadap FPeraturan
Daarahk ;

b. Dalam hal PPNS Daerah telah mulai melakukan penyidikan terhadap

suatu peristiwa yang merupakan peianggaran Peraturan Daerah, FFINS
Dazrak memberitchukan kel fersebut Kepada Penuntut Umum melalu
penvidik POLRT ;
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¢. menyerankan nasil penyidikannya Kepada Penyidik FOLRI sesuai
Pzraturan Perundang undangen yang berlaku ;
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d.

membunt berita acara setiap tindakan dalam hal :

1) pemeriksaan tersangka |

2) pemesulan rumch

3) penyitaan barang :

4) pemeriksaan saksi ;

B) pemeriksaan tempat Kejadian,

membuat laporan pelaksanaan tugos kepada Gubernur melalui Pimpinan
Unit Organisasinya masing-masing.
BAB V

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN .

[
[
DAN PEMBERLIENTIAM

Pasai &

PNS vang akon diangkat meniadi PPNS  Deerch wojib  mengilarhi
pendidikan khusus, sesuai Peraturan Perundana-undangan yang berlaku.

Pasa! 10

1
-

(1) Penaangkatan PPNS Daerah diusulkan oieh Gubernur kepada Menteri

Kenakiman dan HAM meiaiui Menteri Daiam Negeri dan Utonomi

e ]

yarai-syarat FNS yang u'apu't‘ diangKat menjadi PPINS Daeran

adala
Ak whiwdty ot

a. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (I1/b)
dan setinggi-tingginya Penata Muda {(II1/4],



Pasal 12

Pemblraan ferhédap PPNS Daerah meliputi:

qa.
b.

Pembinaan Umum ;
Pembinaan Khusus,

Pagai 12

(1) Pembincan Umum sebagaimana dimaksud pasai 12 huruf a Peraturan

(@)

Daerah inl merupakan Kewenangan Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah dalom hal ini Puset Kajian Hukum don Kebjjoken
Daerah Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan
Ctonomi Daerah yang meiiputi:

aksanaan bidang nendidikan / pelatihan;

. by H H o H HETE -

i

o

KeDijaksanaan penyusunan program;

z. Rapat-rapat koordinasi.

Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksu& Pasal 12 huruf b meliputi :
a. Pembinaan Yeknis yuridis oleh Penyidik POLRT;

| o~ 1

Pembinaan teknis administrasi oleh Subernur atau pejabai yang
ditunjuk ;

o

c. Pembinaan teknis operasionai oieh Pimpinan Unit masing-masing.
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BAB VII

Pasal 14

PPNS Daerah sebelum melaksanakan tugasnys narus terlebih dahuiu
mengangkat sumpch/janji dan dilontiy oleh Cubsmusr atay pejobat
lain vang ditunjuk.
Tata Cara Pengangkatan Sumpan/Janji dan Pelaitikan diatur lebih
lanjut dengan Kepitusen Gubemur, '

8AB VIII

PAKAIAN DINAS LAPANGAN

Pasal 15

Pakaian Dinas tapangan PPN5S Daerah terdirl atas

D

Lomt
b1,

aian Cinas pria ;
b. Pakaian Dinas wanita :

¢. DPakaign Dinas weanits hamil,

Bentuk Pakaian Dinas dan atribut PPNS Daerah diatur lebih ianjut
dengan Keputusan &ubernur,

a
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BAB IX
KARTU TANDA DEMGENAL
Pasai 16

PNS vyang telah memenuhi eyarat-syarat tertentu untukt dianglat
atau mutasi sebagai PPNS Daerah diberikan Kartu Tanda Pengenal
oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk,

Mes=a berlakumye Xamtu Teonde Pengens! dimaksud pade ayet (1)
Pasal ini berlaku untuk lanaka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulal
tanggal dikeluarkannya.

Kartu Tanda Pangena! PPNS Daerah melinuti ¢

Sentuk empat persegi panjong ;

Panjaoing 9.5 ¢m dan lebar 6,5 cm ;

Warna Karty Tanda Pengencl PPNS Daeroh bagion depan worma
putih dan bagian belakang warna hijau tua.

o wp

Bentuk Xartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat {1} Pasal
ini adalah sebogaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah
ini,

Pass! 17
Seteiah berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Pengenai, dapat
diusuiKan perpanjangannyd.

Svarat-svarat bahan kelengkapan usul perpanjangon Kartu Tanda
Pengenal PPNS Daerah diatur iebih lanjut dengan Keputusan
Gubernur,

[
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3) Perpanjongan Karty Tanda Pengenal PPNS Dasrah harus diajukan
selambat-lambatya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir

Wasa bertakunya oleh Unit Organisasl PPINS Daerah Kepada Guberiur

,
[}

X

atau Peiskbat yang ditunjuk,
BAB X
PELAKSANAAN PENECAKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 18
PPNS Dgerch yeng telch dilentik dopoat melaksanskan penyidikan

i
Pelanggaran Peraturan Daerah sesual Peraturan Perundana-undangan yang
beriaku,

Pacal 19

sy oy

BAB XI
PEMBIAVAAN
Pasal 20
{1) Biays pelaksarsan *uges-tugas penyidikan pelanggaran Peroturan

Daerah ss2cara operasional di lapangon dibebankan pada APRD
Propinsi Nusa Tenggara Timur meialui Dinas / Instansi / Unit Kerja
PPINS Daerah yang bersangKutan bertugas.

Biava pelaksanaan pembinaan teknis administrasi, keaiatan
pengawasan dan pengendaiian penegakan Peraturan Daerch dan biaya
pengadaan Pakaian Dlnas terinasuk atribut FPNS Daeran dibebankan

nggare Timur,
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BAB XII
KETENTUAN PENUTLR
Pasal 21

vengan beriakunya reraturan Daerah inl maka Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Muse Tenggare Timur Nomor 14 Tohum 1985 tentong
Penvidik Pegowai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanagal diundangkan.

-

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengurdangan Peraturan
Deerah ini dengon penempatannyo dalam Lembaron Deerch,

Diterapkan di Kupang

pada tanggar 11 Juni 2001

NUSA TENGGARA T

PIET ALEXANDER TALLO




PENTJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOE 3 TAHUN 2001
TENTANG

PENVIDIK PEGAWAT NEGERT SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUK

I PENJELASAN UMUM,
Penyidik Pagowai Negeri Sipil sesual Undang undang Nowmer ©
Tahun 1981 tentang KUHAP mempunyei wewenang melakukan penyidikan
sesuai dengan Undang-undang vang menjadi dasar hukumnya masing-
masing dan daiam peiaksanaan fugasnya berada dibawah Koordinasi dan
Pengawasan Penyidik POLRI,

Dan sesuai Pasal 74 Undang-undanz Nomor 22 Tahun 1999
tentang Femerintahan Daera'n banwa Keberadaan Fenyidik regawai
Negeri  Sipil ..‘..‘,udi kewenangan Dazral dan ditetspkan dangan
Peraturan Doeraoh, sehinggn Penvidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

hanya mempunyai kewenangan - meiakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Feraiuran Daerah yang mempunyai sanksi pidana.

Dalam rangko penegakon dan penvidikan nelanggaran ketentuan-
ketentuan Peraturan Daerah yong mempunyai sanksi pidana, moka
Keberadaan Penyldik Pegawai Negeri Sipil yang mampu don Derwibawa
sanget diherapken.
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Sanksi pidana vang diatur dalam Peraturan Daerah adalah sanksi
pidana pelanggaran, karena jenis tindak pidana yang dietur daiam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1599 diklasifikasikan sebagai findak
pidena palanggeren.

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun
1985 tentang penyidik Pegawal Negerl Sipil yang selama In
diberlakukan yang merupakan penjebaran dori Undang-undang Nomer B
Tahun 1974 +tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerach dan
Keputusan Menteri Dalom Negeri Nomor €3 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di  Lingkungan
emerinteh Deerah sudah tidal dopet diberlakuken legi cleh karenc
telah dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Bsberapa ha! yang tidak diatur dalam Peraturan Daeral Propinsi
Doerch Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tohun 1985 tatepi
diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 yang mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri iNomor 23
Tahun 1986 tersebut, antara lain mencaKkup Kedudukan, Hak dan
Vewaiiban, Pendidikon, Mutasi dan Pemberhention, Kartue Tanda
Pengenal, Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan
terhadap Penyidik Fegawai iNegeri Sipii, juga hai-nai lain yang periu
diatur sebagai upaya peningkatan Kinerja seperti masalah pengawasan,
tata keria.

Uisamping itu syarat-syarat pengangkatan yang diafur daiam
Paraturan Doerah Propinsi Dasroh Tingkat I Nuse Tenggars Timur
Nomor 14 Tahun 1985 menvangkut pendidikan khusus, bukan
merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat
diangkat sebagai seorang Penyidik Fegawai iNegeri Sipii sebagaimana
ditctepkan dalam Peroturen Menteri Dalam Negeri Nomer 4 Taohun

1997,
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Dan sebagai pembingan lebih laniut terhadap Penvidik Pegawai
Negeri Sipii telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
30 Tahun 1599 tentung Pakaian Dinas Lasangan PPNS di Lingkungan
Pemerintah Daerch dan Keputusan Menteri Delam Neogeri Nomer 31
Tahun 1999 tentang Pelantikan dan Sumpah/ Janji Penyidik Pegewai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Schubungan dengan begitu pantingnye peranan Penyidik Pegewai
Negeri Sipil dan egar Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja
dengan optimai periu menetapkan Peraturan Daeran Propinsi iNusa
Tenggara Timur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal L angka 1 s/d 4 Cukup jelas.

Pasal 1 anoka 5 ¢ Undang-undang  cesuei Pasal  int adalah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1599
tentong Pemerintahan Daerch Pasal 74 ayat
(2} yang herbunyi !
Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk
Pejabat lain  yang diberi fugas unfuk
melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran
atas ketzntuan Peraturan Daorch.

Pasai 1 angka © i Cukup jelas

Pasal 2 Cukun islas

rasai 3 ! Peraturan Ferundang - undangan yang

.Undgng-mdmé Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-undang  Hukum

Acata Fidana.



Pasal 4 s/d 7

Pagal 9

2. Peraturon Pamerintoh Nomor 27 Tahun
1983 tentang i'elaksanaan Kitab Undang-
undang Hukuim Acara Pidana,

Peraturan Menteri Dalom Negeri Nomor 4

Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai

Negeri Sipii di Lingkungan Pemerintah

Daerati.

4, Keputusan Menteri Keholiman Nomor M-
04 PW.07.03 Tohun 1984  tentama
Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipii.

5. Peraturan Menteri Kehakiman INomor
M. 18 PW 07 03 Teohun 1093 tentong
Petunjuk Pelaksanaan Pengusutan
Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik
Pegawal Negeri Sipil.

o

Cukup Jelas.

HurwF d Nemor 2) PPNE Dasrsh hanya
diperbolehktan  masuk umoch, sedangkon
tindakan penageledahan dilakukan bersama
Penyidik POLRI.

Yang dimaksud dengan pendidikan khusus
adalah pendidikan yang mengacu pada
Peraiuran  Menteri  Kehakiman |

M. 18 PW 0702  Tahun 1992 tentan
Potinijuk  Pelaksanaan  Pengusulan  Peng-
angkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dan Petunjuk Teknis Kepaia
Yepolisian  Republik  Indenezia Nomer

POL. JUKNIS/16/VIT/1991 Tanggal 29 Juli



Pasal 11

Pasal 13 ayat {1

Fasai 13 ayat {2

Pasai 14 s/d 17

)

LY

J

Alasan PPNS Daerah diberhentikan daori
Jabatannya mengacu pada Peraturan Menteri
Calain Negeri Nemor 4 Tanun 1987 tentang
Penyidit Pegewsi Nageni Sipil di linghungen
Pemerintah Daerah

PPNS Daerah diberhentikan darl jabatanaya
gtas permintosn cendirt  dengan  glasen
tertentu vyaitu alasan vang dapat diterima
akal sehat dan dapat dipertanggung-
Jawabrain.

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannva
karena berakhirnya batas wakiu sesuai
syarat-syarat PPNE Daerah, yaltu batas
waolity  cesuai  Pasal 10 avat (2) huruf o
dan g.

VYang dimaksud dsngon pambincan umum
odalah pembinaen menyanglut edministrasi
pendidikan, kepegawaian dan kesejahteraan
PPNS Daerah,

Yang dimaksud dengan pembinaan khusus

adalah pembinaan vang sifatnya teknis
operasionai,

uridis oien Penyidik FOLRI
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adaleh pembinaan teknis Ponyidiken.

Cukup jelas,



Pasal 18

pan-ppns.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalom
Neger! Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
rFegawai INegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daargh, bahwa PPNS Desrah vang teleh
dilontik  dapat melaksa-nakan penvidikan
peianggoran Peraturan Daerah sesuai dengen
dasar hukum yaitu Peraturen Daerak yarng
menjadi kewe-nangammys dan wilaych Ukenrjo
masing-masing yaitu wilayah kerja vyona
ditetapkan daiam Peraturan Daerah.

Cukup Jelas,
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